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ABSTRAK

Sehagian besar dana operasional setiap bank diputarkan dalam bentuk
kredit. Kenvataan im1 menggambarkan bahwa pembenan kredit merupakan kegiatan
ulama vang juga sebagai sumber pendapatan bagi bank, namun tidak terlepas dan
itu kredst sekaligus juga sebapai sumber resiko operasional bisms dan berpenearuh
pacda kesehatan serta kelangsungan usaha bank. Sehingga dalam pelaksanaannya
bank haruslah memperhatikan asas- asas perkreditan vang schat,

Dalam penubisan skrpsi int penulis menggunakan melode pendekatan
vuridis sosiologis yang merupakan metode penelitian  terhadap masalah yang
timbul dengan melihat norma hukum dan kenvataannya dilapangan, Data-data vang
diperlukan adalah data pnmer dan data skunder sechingega bisa memberikan
gambaran vang jelas tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) pada
P1 . Bank Rakyat Indonesia .

Perbankan di Indonesia pada asalnva berangkat dan pembiavaan scktor
usaha kecil hal int seperti vang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
menginegal  pemberdayaan  pengusaha  kecil dan  golongan ckonomi  lemah
memerlukan perhatian yang senius terulama dalam hal permodalan. Melihat dava
tahan sektor ekonomi kecil terhadap dampak negatf dari krisis monecter yang
sebagian besar dikelola oleh rakyat Indonesin maka pemenntah merespon hal
terscbut secara positf dengan mengoptimalkan lungsi dan peranan P1. Bank
Rakvat Indonesia (Persero) dalam perjanjian kredit usaha kecil bagi golongan
zkonomi lemah dan pengusaha kecil,

Bertitik tolak dan kurangberhasilnya dalam memberdavakan ekonorm
rakval maka pemenntah melalut Bank Indonesia lebih memberikan motivasi
terhadap bank umum dengan cara memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia
ELBI) sehingga dapat disalurkan kepada pengusaha kecil dengan suku bunga vang
rendah . Kredit usaha keci] mumimal sebesar 23 % dan 1otal port folio kredit bank
vang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan operasional yang bersangkutan.



BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang vang diterima dan masyarakat apakah itu berbentuk simpanan
berupa tabungan, giro atau deposito pada akhirnyva diedarkan kembali oleh Bank,
misalnva lewatl pasar uwang (money market), pendepositoan, investasi dalam
bentuk lain . terutama dalam bentuk pemberian kredit.

Tiap-tiap peranjianjasa dan balas jasanya yang terpisah oleh waktu,
(sekarang berjasa dan kelak mendapat balasan), dapat dinamakan pemberian
kredit, Atas dasar pengertian itu, maka penjualan barang yang dilakukan sekarang
dan pembavaran dilakukan kelak, peminjaman vang sckarang vang baru akan
dilunasi kelak dan sebagainya dapat dinamakan pemberian kredit.’

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga
dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada
nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank
untuk mendapatkan keuntungan. Bank hanya boleh meneruskan simpanan
masvarakat kepada nasabah dalam bentuk kredit jika 1a betul-betul yakin bahwa
debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesual dengan jangka
waktu dan syarat-syarat vang telah disetujui oleh kedua belah pahak.

Dalam menilal suatu permintaan  kredit, bank biasanya berpedoman

Lepada beberapa faktor antara lain © watak, kemampuan, modal . jaminan, dan

" Kaslan A tohir, Pengantar Ekonomi, Tentang Uang Kredit Bank | Penerbit PT. Agun, Jakarta,
1870, hal 13



kondist ckonomi. Bank umum diperkenankan memberikan  kredit jangka
menengah hanva untuk tujuan bidang produksi Jumlah kredit itu dibenkan
menurut perbandingan vang ditetapkan oleh Bank Indonesia, disamping it
Bank Umum dapat memberikan kredit jangka panjang dengan persetujuan dan
svarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sejak diberlakukannya UU Bl vang baru yaitu UL No. 23 Tahun 1999
tanpgal 17 Mei 1999, maka Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia dilarang
untuk memberikan kredit, akibatnva pengelolaan kredit program vang sudah
ditangani lebih dari 25 tahun harus dialihkan ke lembaga lamn

Bl secara resmi  telah mengalibkan  kredit program termasuk salah
satunya kredit usaha kecil (KUK) kepada tiga BUMN yaitu Bank Rakyat
Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).
Sebetulnya  bagi para nasabah, kredit program vang umumnya terdiri dari
pengusaha kecil dan koperasi tidak terlalu mempersoalkan lembaga mana yang
mengalirkan kredit, mengingat dana tersebut berguna bagl pembiayaan usaha
mereka,

Perlu disadari, bersama bahwa upaya memberdayakan ekonomi rakyat
bukan hanva tanggung jawab pemerintah. namun merupakan tanggung jawah
semua pihak dan membutuhkan penanganan bersama. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa dalam tangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu,
=fektif dan efisien memang diperlukan suatu koordinasi antara  berbagal instansi
atau lembaga vang terkait tanpa ada kerjasama yang baik, maka pemberdayaan

usaha kecil akan sia-sia,



BAB IV

PENUTLP

A. Kesimpulan

Dart uraian vang telah dikemukakan pada bab schelumnyva maka dapat

ditarik kesimpulan tentang pelaksaaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) dalam

pemberdavaan keglatan golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil pada PT

Bank Rakvat Indonesia (Persero) sebagai berikut:

I

Prosedur perjanjian kedit usaha kecil pada PT. Bank Rakvat Indonesia
(Persero) secara ringkasnya dapat dilaksanakan apabila pemohon atan debitur
telah memenuhi persyaratan serta kntenia nasabah vang dapat dilayanu.
Formulir vang digunakan untuk permohonan kredit adalah:

a. laporan kunjungan nasabah (LEN).

b Surat keterangan permohonan pinjam(SKPP)

¢ Dokumen-dokumen lain yvang dipersyaratkan.

Setelah ttu pejabat bidang kredit melakukan analisa terhadap nasabah hai nu
bertujuan agar tidak terjadinva kesalahan dikemudian han terutama untuk
pengembalian kredit pada pihak bank. Adanya pembagian resiko kredit
hertujuan untuk mengetahul kepentingan debitur apabila terjadi musibah
sehingga dapat ditangani dengan cepat oleh pthak perbankan

Anahlisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam suatu memorandum analisa
kredit (MAK ) vang formatnya disesuaikan dengan jenis atau kebutuhan kredit
vang diperlukan. Pejabat bidang kredit dapat melakukan negosiasi sesum

dengan kepentingannya namun demikian untuk menjaga kualitas pelavanan
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